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ABSTRAK 

 

Pemberian kuasa yang diberikan dan ditanda tangani oleh debitor atau pemilik jaminan kepada 
kreditor pada pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal penandatanganan akta pengakuan utang 

atau perjanjian kredit untuk menjual barang jaminan secara dibawah tangan menurut Herlien 
Budiono bertentangan dengan asas yang bersifat “ bertentangan dengan kepentingan umum (Van 
Openbaare orde)” karena penjualan benda jaminan apabila tidak dilakukan secara sukarela haruslah 

dilaksanakan di muka umum secara lelang menurut kebiasaan setempat, sehingga pemberian kuasa 
semacam ini adalah batal demi hukum. Berdasar putusan MA No REG 3309.K/PDT/1985 tertanggal 
29 Juli 1987 memutuskan bahwa jual beli berdasarkan kekuasaan yang termaktub dalam Akta 

Pengakuan Utang tanggal 25 april 1975 adalah tidak sah. Demikian pula dengan putusan MA 31 Mei 
1990 No. 1726/K/PDT/1986. Perjanjian kredit antara K3PG dengan debitor memakai obyek jaminan 

atas nama sendiri atau pasangan kawin debitor yang disertai surat kuasa jual. Hal ini dapat berakibat 
surat kuasa jual menjadi tidak sah dan batal demi hukum sehingga dapat menimbulkan kesulitan dan 
kerugian dari substansi kuasa jual yang ditanda tangani oleh debitor kepada kreditor bersamaan 

dengan perjanjian kredit berakibat batal demi hukum. Perlindungan hukum kepada kreditor tetap ada 
meskipun surat kuasa menjual menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Hal ini bisa berjalan karena 
pada prinsipnya menurut hukum segala harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi 

perutangannya dengan semua kreditor. Pasal 1131 BW menyatakan, bahwa segala kebendaan si 
berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru 

akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. 

 

ABSTRACT 

The authorization granted and signed by the debtor or collateral owner to the creditor on the same 
date as the date of signing the debt recognition certificate or credit agreement to sell collateral under 
the hand according to Herlien Budiono contrary to the principle of "contrary to the public interest 

(Van Openbaare order) "because the sale of collateral if it is not done voluntarily must be carried out 
in public on an auction basis according to local customs, so giving this kind of power is null and 
void. Based on the Supreme Court ruling No. REG 3309.K / PDT / 1985 dated July 29, 1987, it was 

decided that the sale and purchase based on the power contained in the Debt Recognition Deed dated 
April 25, 1975 was invalid. Similarly, the Supreme Court's decision on May 31, 1990 No. 1726 / K / 

PDT / 1986. Credit agreements between K3PG and debtors use collateral objects on their own behalf 
or married couples of debtors who are accompanied by a power of attorney to sell. This may result in 
the power of attorney selling being invalid and null and void so that it can cause difficulties and 

losses from the substance of the selling power signed by the debtor to the creditor together with the 
credit agreement resulting in null and void. Legal protection for creditors still exists even though the 
power of attorney to sell becomes invalid or null and void. This can work because in principle 

according to the law all assets of the debtor will be a guarantee for his partner with all creditors. 
Article 1131 BW states that all the things that are owed, both movable and immovable, both existing 

and new, will be borne by all individuals 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

1. Substansi kuasa jual yang ditanda tangani oleh debitor kepada kreditor 

bersamaan dengan perjanjian kredit berakibat batal demi hukum. Hal ini 

berlaku juga meskipun surat kuasa jual tersebut di buat secara otentik 

sebagaimana akta kuasa menjual antara Debitor dengan koperasi K3PG selaku 

kreditor yang dibuat di hadapan Notaris. Akta Notaris tersebut batal demi 

hukum karena syarat materil tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat 

objektif sahnya perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 BW yaitu 

adanya  suatu sebab yang terlarang. 

2. Perlindungan hukum kepada kreditor tetap ada meskipun surat kuasa menjual 

menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Hal ini bisa berjalan karena pada 

prinsipnya menurut hukum segala harta kekayaan debitor akan menjadi 

jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditor. Pasal 1131 BW 

menyatakan, bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun 

yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya 

perseorangan. Dengan demikian tanpa kecuali seluruh harta kekayaan debitor 

akan menjadi jaminan umum atas pelunasan perutangannya, baik setelah 

diperjanjikan maupun tidak diperjanjikan sebelumnya. Jaminan umum ini 

dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan 

sebelumnya 
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4.2. Saran 

1) Agar tidak dilakukan secara bersamaan penandatanganan antara perjanjian 

kredit dan surat kuasa jual. Hal ini dibolehkan sebagaimana bunyi pasal  

12 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang intinya bahwa 

penyerahan sukarela atau berdasar kuasa untuk menjual dari pemilik 

agunan atau debitor tetap berlaku dengan syarat bahwa kuasa menjual 

tersebut harus diberikan oleh Debitur secara langsung kepada Bank dan 

penjualan agunan harus dilakukan oleh bank hanya apabila Debitur tidak 

dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit.  

2) Selain itu ke depan agar kreditor lebih memilih lembaga jaminan hak 

tanggungan daripada surat kuasa jual dikarenakan sifat dari hak 

tanggungan yang memberikan kedudukan diutamakan kepada 

pemegangnya, memberi kepastian hukum, mudah dan pasti pelaksanaan 

eksekusinya.  Selain itu bagi Para pihak yang terlibat terutama Notaris 

agar dapat mengingatkan kreditor tentang resiko atas jaminan yang tidak 

di bebani hak tanggungan saat terjadi wanprestasi. 

3) Untuk mitigasi resiko disarankan pada Bank menggunakan asuransi untuk 

memperkecil potensi kerugian yaitu Asuransi Jiwa Kredit yang di perluas 

dimana pertanggungannya meliputi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan 

gagal bayar akibat terjadi PHK. Pihak Bank harus dapat mencari partner 
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asuransi yang kredibel dan terpercaya serta dapat mengakomodir 

kebutuhan Kreditor. 
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